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	PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
KANTOR KECAMATAN BAKAM
Jl. Raya Pangkal Pinang-Mentok Km.38 Kode Pos : 33252



KEPUTUSAN CAMAT BAKAM
NOMOR : 188.45/28.a/19.01.06/2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  PADA KANTOR CAMAT BAKAM KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026

	Menimbang
	:
	a. bahwa dalam rangka meningkatkan efesiensi efektivitas, transparansi dan akun tabilitas penyelenggaraan dan pelayanan masyarakat maka diperlukan standar operasional prosedur (SOP) pada Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, maka perlu mengatur pedoman penyusunan SOP di Kecamatan Bakam yang ditetapkan dengan keputusan Camat Bakam Kabupaten Bangka.


	Mengingat
	:
	a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan di Kecamatan Bakam;

b. Kecamatan Bakam perlu dilengkapi sesuai dengan komponen standar pelayanan yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b, maka perlu diatur dan ditetapkan Keputusan Camat Bakam tentang Penetapan Standar Pelayanan Kecamatan Bakam;

d. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;




e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;

f. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pelayanan Publik;

h. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

j. Peraturan Bupati Bangka Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman penyusunan standar operasional prosedur penyenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;

k. Peraturan Bupati Bangka Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 25 Tahun 2013 tentang pendelegasian Sebagian wewenang Bupati kepada Kecamatan sebagai penyelenggara Paten di Kabupaten Bangka;

l. Peraturan Bupati Bangka Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 26 Tahun 2013 tentang standar Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Bangka

m. Peraturan Bupati Bangka Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan pelayanan pro aktif pada administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Bangka;



MEMUTUSKAN:


	Menetapkan
	:
	MENETAPKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KECAMATAN BAKAM KABUPATEN BANGKA
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:
	Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Kecamatan Bakam Kabupaten  Bangka sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu meliputi ruang lingkup:


1. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran;
2. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengurusan Akta Kematian;
3. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengurusan Kartu Keluarga;
4. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengurusan Pindah Datang;
5. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengurusan SKPWNI (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia);
6. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA);
7. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Dispensasi Nikah;
8. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Ahli Waris;
9. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT);
10. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPMMPFBT);
11. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengurusan Surat Hibah;
12. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Pengantar Santunan Kematian;
13. Standar Operasional Prosedur Penerbitan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu);
14. Standar Operasional Prosedur Penerbitan SKBB (Surat Keterangan Berlakuan Baik);
15. Standar Operasional Prosedur Penerbitan SKBL (Surat Keterangan Bersih Lingkungan);
16. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Rekomendasi Izin Keramaian;
17. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pendampingan Penerbitan NIB;
18. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Rekomendasi Lembaga Kemasyarakatan;
19. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengaduan Masyarakat;

Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh perangkat kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dijelaskan melalui diagram alur (Flowcharts) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bakam
[image: ]Pada tanggal  : 02 Maret 2026
[image: ]CAMAT BAKAM
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HERMANSYAH

	
	NAMA SOP
	SOP PELAYANAN PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN

	DASAR HUKUM:
	KUALIFIKASIPELAKSANA:

	1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil
3. Peraturan Menteri dalam Negeri N0 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bangka Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penyelengaraan Administrasi
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan sistem Informasi Administrasi Kependudukan
6.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	1. Mengetahui Peraturan Undang-undang dan ketentuan berlaku
2. Mengetahui Tugas dan Fungsi Petugas PATEN;
3. Mengetahui Prosedur dan Persyaratan Administrasi;
4. Memiliki Kemampuan Pengelolaan Berkas dan Data;
5. Memiliki Kemampuan Pengelolaan Penggunaan Peralatan Komputer.

	KETERKAITAN :
	PERALATAN/PERLENGKAPAN :

	1. SOP Pelayanan Pengurusan Akta Kematian,
2. SOP Pelayanan Pengurusan Kartu Keluarga
3. SOP Pelayanan Pengurusan Pindah Datang
4. SOP Pelayanan Pengurusan SKPWNI (Surat keterangan pindah warga negara Indonesia)
5. SOP Pelayanan Pengurusan KIA
	1. Komputer/Laptop;
2. Printer;
3. Buku Register
4. Formulir
5. Nota Dinas/Lembar Verifikasi;
6. Ruang Tunggu.

	PERINGATAN:
	PENCATATAN DAN PENDATAAN:

	1. Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan diproses
2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait.
	1. Bermanfaat untuk dokumen kependudukan
2. Sebagai bukti sah mengenai indentitas diri
3. File disimpan dalam Hardcopy dan Softcopy;

	




1. SOP PELAYANAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN

	No.
	Kegiatan
	Pelaksana
	Mutu Waktu
	Ket.

	
	
	Pemohon
	Petugas
Pelayanan
	Operator Komputer
	Kelengkapan
	Waktu
	Output
	

	
1.
	Menyerahkan berkas akta kelahiran kepada petugas pelayanan

	

   

     T
	
	
	1. Surat Lahir dari Dokter/ Bidan setempat (Asli),
2. KTP suami dan istri, FC saksi 2 orang, FC Buku Nikah,
3. KK asli
4. Formulir F2.01
5. Formulir F2.03
6. Formulir F2.04
	5 menit
	Berkas pemohon
	 

	2.
 
 
 
 
	Memverifikasi berkas akta kelahiran, jika berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepemohon dan jika lengkap maka diteruskan pada Operator Komputer
	 
	        Y
	
	Berkas Pemohon

	10 Menit
	Berkas Pemohon yang sudah lengkap
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	3.



	Operator komputer melakukan penginputan berkas akta kelahiran pada aplikasi pesona Dukcapil Bangka dan setelah mendapatkan notifikasi kemudian mencetak akta kelahiran untuk diserahkan kepetugas pelayanan
	 
	
	
	Berkaspemohon yang sudah lengkap
	2 hari
	Dokumen yang dinput dan siap dicetak
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	4.
	Petugas pelayanan menyerahkan akta kelahiran kepada pemohon
	 
	
	
	Dokumen yang siap dicetak
	5 menit
	Dokumen Kependudukan
	 

	5.
	Pemohon menerima akta kelahiran
	
	
	
	Dokumen Kependudukan
	5 menit
	Arsip Dokumen Kependudukan
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HERMANSYAH

	
	NAMA SOP
	SOP PELAYANAN PENGURUSAN AKTA KEMATIAN

	DASAR HUKUM:
	KUALIFIKASI PELAKSANA:

	1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil
3. Peraturan Menteri dalam Negeri N0 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bangka Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penyelengaraan Administrasi
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentangPengelolaan sistem Informasi Administrasi Kependudukan
6.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	1. Mengetahui Peraturan Undang-undang dan ketentuan berlaku
2. Mengetahui Tugas dan Fungsi Petugas PATEN;
3. Mengetahui Prosedur dan Persyaratan Administrasi;
4. Memiliki Kemampuan Pengelolaan Berkas dan Data;
5. Memiliki Kemampuan Pengelolaan Penggunaan Peralatan Komputer.

	KETERKAITAN :
	PERALATAN/PERLENGKAPAN :

	1. SOP Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran,
2. SOP Pelayanan Pengurusan Kartu Keluarga
3. SOP Pelayanan Pengurusan Pindah Datang
4. SOP Pelayanan Pengurusan SKPWNI (Surat keterangan pindah warga negara Indonesia)
5. SOP Pelayanan Pengurusan KIA
	1. Komputer/Laptop;
2. Printer;
3. Buku Register
4. Formulir
5. Nota Dinas/LembarVerifikasi;
6. Ruang Tunggu.

	PERINGATAN:
	PENCATATAN DAN PENDATAAN:

	1. Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan diproses
2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait.
	1. Bermanfaat untuk dokumen kependudukan
2. Sebagai bukti sah mengenai indentitas diri
3. File disimpan dalam Hardcopy dan Softcopy;

	




2. SOP PELAYANAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN

	No.
	Kegiatan
	Pelaksana
	Mutu Waktu
	Ket.

	
	
	Pemohon
	Petugas Pelayanan
	Operator Komputer
	Kelengkapan
	Waktu
	Output
	

	
1.
	Menyerahkan berkas akta kematian kepada petugas pelayanan

	



      T
	
	
	1. Surat kematian dari rumah sakit/ ket. kematian 3 saksi yang ditandatangani oleh kepala desa dan bermaterai Asli 10.000 (satu)
2. Kartu Keluarga yang meninggal (asli & fotocopy)
3. KTP yang meninggal (asli & fotocopy)
4. KTP pelapor
5. FC KTP saksi 2 orang
6. Formulir F2.01
	5 menit
	Berkas pemohon
	 

	2.
 
 
 
 
	Memverifikasi berkas akta kematian, jika berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepemohon dan jika lengkap maka diteruskan pada Operator Komputer
	 
	        Y
	
	Berkas Pemohon

	10 Menit
	Berkas Pemohon yang sudah lengkap
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	3.


	Operator komputer melakukan penginputan berkas akta kematian pada aplikasi pesona Dukcapil Bangka dan setelah mendapatkan notifikasi kemudian mencetak akta kematian untuk diserahkan kepetugas pelayanan
	 
	
	
	Berkaspemohon yang sudah lengkap
	2 hari
	Dokumen yang dinput dan siap dicetak
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	4.
	Petugas pelayanan menyerahkan akta kematian kepada pemohon
	 
	
	
	Dokumen yang siap dicetak
	5 menit
	Dokumen Kependudukan
	 

	5.
	Pemohon menerima akta kematian
	
	
	
	Dokumen Kependudukan
	5 menit
	Arsip Dokumen Kependudukan
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HERMANSYAH

	
	NAMA SOP
	SOP PELAYANAN PENGURUSAN KARTU KELUARGA

	DASAR HUKUM:
	KUALIFIKASI PELAKSANA:

	1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil
3. Peraturan Menteri dalam Negeri N0 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bangka Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penyelengaraan Administrasi
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan sistem Informasi Administrasi Kependudukan
6.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	1. Mengetahui Peraturan Undang-undang dan ketentuan berlaku
2. Mengetahui Tugas dan Fungsi Petugas PATEN;
3. Mengetahui Prosedur dan Persyaratan Administrasi;
4. Memiliki Kemampuan Pengelolaan Berkas dan Data;
5. Memiliki Kemampuan Pengelolaan Penggunaan Peralatan Komputer.

	KETERKAITAN :
	PERALATAN/PERLENGKAPAN :

	1. SOP Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran
2. SOP Pelayanan Pengurusan Akta Kematian
3. SOP Pelayanan Pengurusan Pindah Datang
4. SOP Pelayanan Pengurusan SKPWNI (Surat keterangan pindah warga negara Indonesia)
5. SOP Pelayanan Pengurusan KIA
	1. Komputer/Laptop;
2. Printer;
3. Buku Register
4. Formulir
5. Nota Dinas/Lembar Verifikasi;
6. Ruang Tunggu.

	PERINGATAN:
	PENCATATAN DAN PENDATAAN:

	1. Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan diproses
2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait.
	1. Bermanfaat untuk dokumen kependudukan
2. Sebagai bukti sah mengenai indentitas diri
3. File disimpan dalam Hardcopy dan Softcopy;

	




3. SOP PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA

	No.
	Kegiatan
	Pelaksana
	Mutu Waktu
	Ket.

	
	
	Pemohon
	Petugas
Pelayanan
	Operator Komputer
	Kelengkapan
	Waktu
	Output
	

	
1.
	Menyerahkan berkas kartu keluarga kepada petugas pelayanan

	



T

	

	
	Kartu Keluarga Perubahan Data:
1. Kartu Keluarga/KK yang rusak/Fotokopi KK yang hilang dan Surat Keterangan Hilang dari kepolisian
2. KTP pemohon (asli & fotocopy)
3. Buku nikah (asli & fotocopy)
4. Matrai 10.000 (satu)
5. Formulir F1.02
6. Formulir F1.06 (jika perubahan data)
7. Formulir F1.03 (jika perubahan alamat)
8. Bukti pendukung perubahan data. Contoh : jika perubahan nama lampirkan akta lahir
Kartu Keluarga Rumah Tangga Baru:
1. Kartu keluarga lama dari masing-masing pasangan (kartu keluarga orang 
tua/mertua/keluarga) *(Asli)
2. KTP El suami dan istri (asli & fotocopy )
3. Buku nikah/surat nikah (asli & fotocopy)
4. Formulir F1.02
5. Formulir F1.06 (jika perubahan data & siapkan matrai 10.000 *satu)
6. Formulir F1.03 (jika alamat suami/istri berbeda
	5 menit
	Berkas pemohon
	 

	

	2.
 
 
 
 
	Memverifikasi berkas kartu keluarga, jika berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepemohon dan jika lengkap maka diteruskan pada Operator Komputer
	 
	       Y
	
	Berkas Pemohon

	10 Menit
	Berkas Pemohon yang sudah lengkap
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	3.




	Operator komputer melakukan penginputan berkas kartu keluarga pada aplikasi pesona Dukcapil Bangka dan setelah mendapatkan notifikasi kemudian mencetak kartu keluarga untuk diserahkan kepetugas pelayanan
	 
	
	
	Berkas pemohon yang sudah lengkap
	2 hari
	Dokumen yang dinput dan siap dicetak
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	4.
	Petugas pelayanan menyerahkan kartu keluarga kepada pemohon
	 
	
	
	Dokumen yang siap dicetak
	5 menit
	Dokumen Kependudukan
	 

	5.
	Pemohon menerima kartu keluarga
	
	
	
	DokumenKependudukan
	5 menit
	Arsip Dokumen
Kependudukan
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HERMANSYAH

	
	NAMA SOP
	SOP PELAYANAN PENGURUSAN PINDAH DATANG 

	DASAR HUKUM:
	KUALIFIKASI PELAKSANA:

	1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil
3. Peraturan Menteri dalam Negeri N0 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bangka Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penyelengaraan Administrasi
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan sistem Informasi Administrasi Kependudukan
6.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	1. Mengetahui Peraturan Undang-undang dan ketentuan berlaku
2. Mengetahui Tugas dan Fungsi Petugas PATEN;
3. Mengetahui Prosedur dan Persyaratan Administrasi;
4. Memiliki Kemampuan Pengelolaan Berkas dan Data;
5. Memiliki Kemampuan Pengelolaan Penggunaan Peralatan Komputer.

	KETERKAITAN :
	PERALATAN/PERLENGKAPAN :

	1. SOP Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran
2. SOP Pelayanan Pengurusan Akta Kematian
3. SOP Pelayanan Pengurusan Kartu Keluarga 
4. SOP Pelayanan Pengurusan SKPWNI (Surat keterangan pindah warga negara Indonesia)
5. SOP Pelayanan Pengurusan KIA
	1. Komputer/Laptop;
2. Printer;
3. Buku Register
4. Formulir
5. Nota Dinas/Lembar Verifikasi;
6. Ruang Tunggu.

	PERINGATAN:
	PENCATATAN DAN PENDATAAN:

	1. Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan diproses
2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait.
	1. Bermanfaat untuk dokumen kependudukan
2. Sebagai bukti sah mengenai indentitas diri
3. File disimpan dalam Hardcopy dan Softcopy;

	




4. SOP PELAYANAN PENERBITAN PINDAH DATANG

	No.
	Kegiatan
	Pelaksana
	Mutu Waktu
	Ket.

	
	
	Pemohon
	Petugas
Pelayanan
	Operator Komputer
	Kelengkapan
	Waktu
	Output
	

	
1.
	Menyerahkan berkas pindah datang kepada petugas pelayanan

	

    

   T
	
	
	1. KTP pemohon (asli & fotocopy)
2. SKPWNI dari daerah asli
3. Buku nikah asli & fotocopy (jika sudah menikah)
4. Jika numpang KK, lampirkan KK yang ditumpangi dan KTP kepala keluarga yang ditumpangi
5. Formulir F1.02
6. Formulir F1.03
	5 menit
	Berkas pemohon
	 

	2.
 
 
 
 
	Memverifikasi berkas pindah datang, jika berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepemohon dan jika lengkap maka diteruskan pada Operator Komputer
	 
	        Y
	
	BerkasPemohon

	10 Menit
	Berkas Pemohon yang sudah lengkap
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	3.
	Operator komputer melakukan penginputan berkas pindah datang pada aplikasi pesona Dukcapil Bangka dan setelah mendapatkan notifikasi kemudian mencetak kartu keluarga sesuai alamat yang di input untuk diserahkan kepetugas pelayanan
	 
	
	
	Berkas pemohon yang sudah lengkap
	2 hari
	Dokumen yang dinput dan siap dicetak
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	4.
	Petugas pelayanan menyerahkan kartu keluarga kepada pemohon
	 
	
	
	Dokumen yang siap dicetak
	5 menit
	Dokumen Kependudukan
	 

	5.
	Pemohon menerima kartu keluarga
	
	
	
	Dokumen Kependudukan
	5 menit
	Arsip Dokumen Kependudukan
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HERMANSYAH

	
	NAMA SOP
	SOP PELAYANAN PENGURUSAN SKPWNI (Surat keterangan pindah warga negara Indonesia)

	DASAR HUKUM:
	KUALIFIKASI PELAKSANA:

	1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil
3. Peraturan Menteri dalam Negeri N0 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bangka Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penyelengaraan Administrasi
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan sistem Informasi Administrasi Kependudukan
6.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	1. Mengetahui Peraturan Undang-undang dan ketentuan berlaku
2. Mengetahui Tugas dan Fungsi Petugas PATEN;
3. Mengetahui Prosedur dan Persyaratan Administrasi;
4. Memiliki Kemampuan Pengelolaan Berkas dan Data;
5. Memiliki Kemampuan Pengelolaan Penggunaan Peralatan Komputer.

	KETERKAITAN :
	PERALATAN/PERLENGKAPAN :

	1. SOP Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran
2. SOP Pelayanan Pengurusan Akta Kematian
3. SOP Pelayanan Pengurusan Kartu Keluarga
4. SOP Pelayanan Pengurusan Pindah Datang
5. SOP Pelayanan Pengurusan KIA
	1. Komputer/Laptop;
2. Printer;
3. Buku Register
4. Formulir
5. Nota Dinas/Lembar Verifikasi;
6. Ruang Tunggu.

	PERINGATAN:
	PENCATATAN DAN PENDATAAN:

	1. Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan diproses
2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait.
	1. Bermanfaat untuk dokumen kependudukan
2. Sebagai bukti sah mengenai indentitas diri
3. File disimpan dalam Hardcopy dan Softcopy;

	




5. SOP PELAYANAN PENERBITAN SKPWNI (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia)

	No.
	Kegiatan
	Pelaksana
	Mutu Waktu
	Ket.

	
	
	Pemohon
	Petugas
Pelayanan
	Operator Komputer
	Kelengkapan
	Waktu
	Output
	

	
1.
	Menyerahkan berkas SKPWNI kepada petugas pelayanan

	

   
 
T
	
	
	1. KTP pemohon (asli & fotocopy)
2. Kartu Keluarga (asli & fotocopy)
3. Formulir F1.02
4. Formulir F1.03
5. Surat pernyataan anak /pernyataan persetujuan pindah jika masih di bawah umur. Akta cerai/surat pernyataan pisah Kartu Keluarga jika tidak ada akta cerai
	5 menit
	Berkas pemohon
	 

	2.
 
 
 
 
	Memverifikasi berkas SKPWNI, jika berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepemohon dan jika lengkap maka diteruskan pada Operator Komputer
	 
	        Y
	
	Berkas Pemohon

	10 Menit
	Berkas Pemohon yang sudah lengkap
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	3.




	Operator komputer melakukan penginputan berkas SKPWNI pada aplikasi pesona Dukcapil Bangka dan setelah mendapatkan notifikasi kemudian mencetak SKPWNI (Surat keterangan pindah warga negara Indonesia) untuk diserahkan kepetugas pelayanan
	 
	
	
	Berkas pemohon yang sudah lengkap
	2 hari
	Dokumen yang dinput dan siap dicetak
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	4.
	Petugas pelayanan menyerahkan SKPWNI (Surat keterangan pindah warga negara Indonesia) kepada pemohon
	 
	
	
	Dokumen yang siap dicetak
	5 menit
	Dokumen
Kependudukan
	 

	5.
	Pemohon menerima SKPWNI (Surat keterangan pindah warga negara Indonesia)
	
	
	
	Dokumen Kependudukan
	5 menit
	Arsip Dokumen Kependudukan
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HERMANSYAH

	
	NAMA SOP
	SOP PELAYANAN PENGURUSAN KIA (Kartu Identitas Anak)

	DASAR HUKUM:
	KUALIFIKASI PELAKSANA:

	1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil
3. Peraturan Menteri dalam Negeri N0 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bangka Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penyelengaraan Administrasi
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan sistem Informasi Administrasi Kependudukan
6.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	1. Mengetahui Peraturan Undang-undang dan ketentuan berlaku
2. Mengetahui Tugas dan Fungsi Petugas PATEN;
3. Mengetahui Prosedur dan Persyaratan Administrasi;
4. Memiliki Kemampuan Pengelolaan Berkas dan Data;
5. Memiliki Kemampuan Pengelolaan Penggunaan Peralatan  Komputer.

	KETERKAITAN :
	PERALATAN/PERLENGKAPAN :

	1. SOP Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran
2. SOP Pelayanan Pengurusan Akta Kematian
3. SOP Pelayanan Pengurusan Kartu Keluarga
4. SOP Pelayanan Pengurusan Pindah Datang
5. SOP Pelayanan Pengurusan SKPWNI (Surat keterangan pindah warga negara Indonesia)

	1. Komputer/Laptop;
2. Printer;
3. Buku Register
4. Formulir
5. NotaDinas/LembarVerifikasi;
6. RuangTunggu.

	PERINGATAN:
	PENCATATAN DAN PENDATAAN:

	1. Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan diproses
2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait.
	1. Bermanfaat untuk dokumen kependudukan
2. Sebagai bukti sah mengenai indentitas diri
3. File disimpan dalam Hardcopy dan Softcopy;

	


















6. SOP PELAYANAN PENERBITAN KIA (Kartu Identitas Anak)

	No.
	Kegiatan
	Pelaksana
	Mutu Waktu
	Ket.

	
	
	Pemohon
	Petugas
Pelayanan
	Operator Komputer
	Kelengkapan
	Waktu
	Output
	

	
1.
	Menyerahkan berkas KIA kepada petugas pelayanan

	







  T
	
	
	1. Kartu Keluarga (asli & fotocopy)
2. Akta Kelahiran Anak (asli & fotocopy)
3. KTP ortu (asli & fotocopy)
4. Foto anak bewarna ukuran 2x3 sebanyak 1 lembar jika anak tersebut berumur 5 tahun – 17 tahun (kurang 1 hari)
5. Untuk anak 0-5 tahun (kurang 1 hari) tidak perlu melampirkan foto)
	5 menit
	Berkas pemohon
	 

	2.
 
 
 
 
	Memverifikasi berkas KIA, jika berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepemohon dan jika lengkap maka diteruskan pada Operator Komputer
	 
	         Y
	
	Berkas Pemohon

	10 Menit
	Berkas Pemohon yang sudah lengkap
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	3.

	Operator komputer melakukan penginputan berkas KIA pada aplikasi pesona Dukcapil Bangka dan memberikan bukti pengambilan KIA kepada petugas pelayanan
	 
	
	
	Berkas pemohon yang sudah lengkap
	2 hari
	Dokumen yang dinput dan siap dicetak
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.

	Petugas pelayanan menyerahkan bukti  pengambilan KIA kepada pemohon
	
	
	
	Dokumen yang siap dicetak
	5 menit
	Dokumen Kependudukan
	 

	5.
	Pemohon menerima Bukti Pengambilan KIA  ke Dindukpencapil
	
	
	
	Dokumen Kependudukan
	5 menit
	Arsip Dokumen Kependudukan
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HERMANSYAH

	
	NAMA SOP
	SOP PELAYANAN PENERBITAN SURAT DISPENSASI NIKAH

	DASAR HUKUM:
	KUALIFIKASI PELAKSANA:

	1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil
3. Peraturan Menteri dalam Negeri N0 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bangka Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penyelengaraan Administrasi
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan sistem Informasi Administrasi Kependudukan
6.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	1. Mengetahui Peraturan Undang-undang dan ketentuan berlaku
2. Mengetahui Tugas dan Fungsi Petugas PATEN;
3. Mengetahui Prosedur dan Persyaratan Administrasi;
4. Memiliki Kemampuan Pengelolaan Berkas dan Data;
5. Memiliki Kemampuan Pengelolaan Penggunaan Peralatan Komputer.

	KETERKAITAN :
	PERALATAN/PERLENGKAPAN :

	1. SOP Pelayanan Penerbitan Surat Dispensasi Nikah
2. SOP Pelayanan Penerbitan Surat Pengantar Santunan Kematian
3. SOP Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

	1. Komputer/Laptop;
2. Printer;
3. Buku Register
4. Formulir
5. Nota Dinas/Lembar Verifikasi;
6. Ruang Tunggu.

	PERINGATAN:
	PENCATATAN DAN PENDATAAN:

	1. Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan diproses
2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait.
	1. Bermanfaat untuk dokumen kependudukan
2. Sebagai bukti sah mengenai indentitas diri
3. File disimpan dalam Hardcopydan Softcopy;

	


7. 
SOP PELAYANAN PENERBITAN SURAT DISPENSASI NIKAH

	No.
	Kegiatan
	Pelaksana
	Mutu Waktu
	Ket.

	
	
	Pemohon
	Petugas Kesra
	Kasi Kesra
	Sekcam
	Camat
	Kelengkapan
	Waktu
	Output
	

	
1.

	Menyerahkan berkas dispensasi nikah kepada petugas kesra

	


 
 T
	
	
	
	
	1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas kesra
2. Petugas kesra memverifikasi berkas
3. Berkas diproses
4. Berkas lengkap dan ditandatangani oleh Camat 
5. Meregistrasi berkas pemohon
6. Berkas selesai dan diserahkan kepemohon
	5 menit
	Berkas pemohon
	 

	2.
 
 
 
 
	Memverifikasi berkas dispensasi nikah, jika berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepemohon dan jika lengkap maka berkas diproses
	 
	        Y
	
	
	
	BerkasPemohon

	10 Menit
	Berkas Pemohon yang sudah lengkap
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3.
	Petugas kesra melakukan pengetikan surat dispensasi nikah dan setelah selesai melakukan penomoran surat dispensasi nikah serta menyerahkan ke Kasi Kesra dan Sekcam untuk diverifikasi dan di paraf

	 
	
	
	
	
	Berkas pemohon yang sudah lengkap
	2 hari
	Berkas sudah di verifikasi
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Petugas kesra menyerahkan berkas ke Camat untuk ditandatangani
	 
	
	
	
	
	Berkas sudah di verifikasi
	5 menit
	Berkas yang sudah ditandatangani
	 

	5.



	Pemohon menerima surat dispensasi nikah
	


	
	
	Berkas yang sudah ditandatangani
	5 menit
	Arsip surat dispensasi nikah
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HERMANSYAH

	
	NAMA SOP
	SOP PELAYANAN PENERBITAN SURAT SANTUNAN KEMATIAN

	DASAR HUKUM:
	KUALIFIKASI PELAKSANA:

	1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil
3. Peraturan Menteri dalam Negeri N0 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bangka Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penyelengaraan Administrasi
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan sistem Informasi Administrasi Kependudukan
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	1. Mengetahui Peraturan Undang-undang dan ketentuan berlaku
2. Mengetahui Tugas dan Fungsi Petugas PATEN;
3. Mengetahui Prosedur dan Persyaratan Administrasi;
4. Memiliki Kemampuan Pengelolaan Berkas dan Data;
5. Memiliki Kemampuan Pengelolaan Penggunaan Peralatan Komputer.

	KETERKAITAN :
	PERALATAN/PERLENGKAPAN :

	1. SOP Pelayanan Penerbitan Surat Dispensasi Nikah
2. SOP Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

	1. Komputer/Laptop;
2. Printer;
3. Buku Register
4. Formulir
5. Nota Dinas/Lembar Verifikasi;
6. Ruang Tunggu.

	PERINGATAN:
	PENCATATAN DAN PENDATAAN:

	1. Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan diproses
2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait.
	1. Bermanfaat untuk dokumen kependudukan
2. Sebagai bukti sah mengenai indentitas diri
3. File disimpan dalam Hardcopy dan Softcopy;

	


















7. SOP PELAYANAN PENERBITAN SURAT SANTUNAN KEMATIAN

	No.
	Kegiatan
	Pelaksana
	Mutu Waktu
	Ket.

	
	
	Pemohon
	Petugas Kesra
	Kasi Kesra
	Sekcam
	Camat
	Kelengkapan
	Waktu
	Output
	

	
1.
	Menyerahkan berkas santunan kematian kepada petugas kesra

	



   T
	
	
	
	
	1. KTP EL asli & fotocopy yang meninggal (untuk dikembalikan ke capil)
2. Kartu Keluarga yang meninggal (fotocopy)
3. KTP EL ahli waris (fotocopy)
4. Kartu Keluarga ahli waris (fotocopy) 
5. Akta Kematian (fotocopy)
6. Surat permohonan santunan kematian
7. Surat keterangan layak (SKL) bila tidak terdata DTKS
8. Surat pernyataan ahli waris
9. Surat keterangan tidak mampu
10. Surat kuasa (apabila dikuasakan kepada pihak lain)
11. Fotocopy buku rekening bank sumsel
12. Fotocopy KTP EL & KK penerima kuasa (apabila dikuasakan)
	5 menit
	Berkas pemohon
	 

	2.
 
 
 

	Memverifikasi berkas santunan kematian, jika berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepemohon dan jika lengkap maka berkas diproses
	 
	        Y
	
	
	
	Berkas Pemohon

	5 menit
	Berkas Pemohon yang sudah lengkap
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Petugas kesra melakukan pengetikan surat permohonan santunan kematian untuk pengajuan ke BPPKAD  dan setelah selesai, petugas kesra menyerahkan ke Kasi Kesra dan Sekcam untuk di verifikasi dan di paraf
	 
	
	
	
	
	Berkas pemohon yang sudah lengkap
	10 Menit
	Berkas sudah di verifikasi
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Petugas kesra menyerahkan berkas ke Camat untuk ditandatangani & setelah selesai berkas permohonan di ajukan ke BPPKAD
	 
	
	
	
	
	Berkas sudah di verifikasi
	10 hari
	Proses pencairan SP2D / proses pemberian bantuan pemindah
bukuan/
transfer
	 

	5.
	Ahli waris/yang dikuasakan datang ke Bank/ATM untuk mengambil uang bantuan santunan kematian.
	
	
	
	
	
	Proses pencairan SP2D / proses pemberian bantuan pemindah bukuan/transfer
	10 menit
	Proses ambil uang melalui ATM/Bank
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HERMANSYAH

	
	NAMA SOP
	SOP PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)

	DASAR HUKUM:
	KUALIFIKASI PELAKSANA:

	1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil
3. Peraturan Menteri dalam Negeri N0 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bangka Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penyelengaraan Administrasi
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan sistem Informasi Administrasi Kependudukan
6.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	1. Mengetahui Peraturan Undang-undang dan ketentuan berlaku
2. Mengetahui Tugas dan Fungsi Petugas PATEN;
3. Mengetahui Prosedur dan Persyaratan Administrasi;
4. Memiliki Kemampuan Pengelolaan Berkas dan Data;
5. Memiliki Kemampuan Pengelolaan Penggunaan Peralatan Komputer.

	KETERKAITAN :
	PERALATAN/PERLENGKAPAN :

	1. SOP Pelayanan Penerbitan Surat Dispensasi Nikah
2. SOP Pelayanan Penerbitan Surat Pengantar Santunan Kematian
3. SOP Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

	1. Komputer/Laptop;
2. Printer;
3. Buku Register
4. Formulir
5. Nota Dinas/Lembar Verifikasi;
6. Ruang Tunggu.

	PERINGATAN:
	PENCATATAN DAN PENDATAAN:

	1. Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan diproses
2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait.
	1. Bermanfaat untuk dokumen kependudukan
2. Sebagai bukti sah mengenai indentitas diri
3. File disimpan dalam Hardcopydan Softcopy;

	




8. SOP PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)

	No.
	Kegiatan
	Pelaksana
	Mutu Waktu
	Ket.

	
	
	Pemohon
	Petugas Pelayanan
	Kasi Kesra
	Kelengkapan
	Waktu
	Output
	

	
1.
	Menyerahkan berkas SKTM kepada petugas pelayanan

	




    T
	
	
	1. Kartu keluarga pemohon (fotocopy)
2. Surat keterangan dari desa yang ditandatangan desa serta diketahui oleh camat 
3. Surat keterangan layak yang dikeluarkan dari PSM (petugas sosial masyarakat)
	5 menit
	Berkas pemohon
	 

	2.
 
 
 
 
	Memverifikasi berkas SKTM, jika berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepemohon dan jika lengkap maka berkas diproses
	 
	        Y
	
	Berkas Pemohon

	5 menit
	Berkas Pemohon yang sudah lengkap
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	3.
	Petugas pelayanan meregister dan penomoran berkas surat keterangan tidak mampu (SKTM) dan setelah selesai petugas pelayanan menyerahkan berkas ke kasi kesra untuk ditandatangani
	 
	
	
	Berkas pemohon yang sudah lengkap
	10 Menit
	Berkas yang sudah ditandatangani
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	4.
	Pemohon menerima berkas SKTM



	 
	
	
	Berkas yang sudah ditandatangani
	5 menit
	Arsip SKTM
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HERMANSYAH

	
	NAMA SOP
	SOP PELAYANAN PENERBITAN SURAT AHLI WARIS

	DASAR HUKUM:
	KUALIFIKASI PELAKSANA:

	1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil
3. Peraturan Menteri dalam Negeri N0 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bangka Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penyelengaraan Administrasi
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan sistem Informasi Administrasi Kependudukan
6.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	1. Mengetahui Peraturan Undang-undang dan ketentuan berlaku
2. Mengetahui Tugas dan Fungsi Petugas PATEN;
3. Mengetahui Prosedur dan Persyaratan Administrasi;
4. Memiliki Kemampuan Pengelolaan Berkas dan Data;
5. Memiliki Kemampuan Pengelolaan Penggunaan Peralatan Komputer.

	KETERKAITAN :
	PERALATAN/PERLENGKAPAN :

	1. SOP Pelayanan Penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT)
2. SOP Pelayanan Penerbitan Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPMMPFBT)
3. SOP Pelayanan Pengurusan Surat Hibah 
	1. Komputer/Laptop;
2. Printer;
3. Buku Register
4. Formulir
5. Nota Dinas/Lembar Verifikasi;
6. Ruang Tunggu.

	PERINGATAN:
	PENCATATAN DAN PENDATAAN:

	1. Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan diproses
2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait.
	1. Bermanfaat untuk dokumen kependudukan
2. Sebagai bukti sah mengenai indentitas diri
3. File disimpan dalam Hardcopydan Softcopy;

	




9.  SOP PELAYANAN PENERBITAN SURAT AHLI WARIS

	No.
	Kegiatan
	Pelaksana
	Mutu Waktu
	Ket.

	
	
	Pemohon
	Petugas Tata Pemerintahan
	Kasi Tata Pemerintahan
	Sekcam
	Camat
	Kelengkapan
	Waktu
	Output
	

	
1.
	Menyerahkan berkas ahli waris kepada petugas tata pemerintahan 

	



 T
	
	
	
	
	1. Kartu Keluarga (asli & fotocopy)
2. Surat Pernyataan ahli waris 3 rangkap bermaterai dari desa
3. Surat kuasa ahli waris 3 rangkap bermaterai dari desa
4. Surat keterangan ahli waris 3 rangkap ( jika di perlukan)
5. Fotocopy akta kematian / surat kematian dari desa
6. Fotocopy kk dan ktp seluruh ahli waris 
7. Fotocopy kk dan ktp yang meninggal dunia 
8. Fotocopy akta lahir seluruh ahli waris/anak jika nama tidak sama
7. Surat keterangan satu orang yang sama dari desa jika nama yang meninggal dunia berbeda dan akta lahir jika diperlukan.  
	5 menit
	Berkas pemohon
	 

	2.
 
 
 
 
	Memverifikasi berkas ahli waris, jika berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepemohon dan jika lengkap maka berkas diproses
	 
	        Y
	
	
	
	Berkas Pemohon

	10 menit
	Berkas Pemohon yang sudah lengkap
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3.
	Petugas tata pemerintahan meregister dan penomoran  berkas ahli waris setelah selesai menyerahkan ke Kasi Tata Pemerintahan dan Sekcam untuk diverifikasi dan di paraf
	 
	
	
	
	
	Berkas pemohon yang sudah lengkap
	10 menit
	Berkas sudah di verifikasi
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Petugas tata pemerintahan  menyerahkan berkas ke Camat untuk ditandatangani
	 
	
	
	
	
	Berkas sudah di verifikasi
	3 hari
	Berkas yang sudah ditandatangani
	 

	5.



	Pemohon menerima berkas ahli waris
	
	
	
	Berkas yang sudah ditandatangani
	5 menit
	Arsip berkas ahli waris
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	NOMOR
	188.4 /28.a/Pelum/2026

	
	TANGGAL PEMBUATAN
	                     2026

	
	TANGGAL REVISI
	

	
	DISAHKAN OLEH
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HERMANSYAH

	
	NAMA SOP
	SOP PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPPFBT)

	DASAR HUKUM:
	KUALIFIKASI PELAKSANA:

	1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil
3. Peraturan Menteri dalam Negeri N0 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bangka Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penyelengaraan Administrasi
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan sistem Informasi Administrasi Kependudukan
6.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	1. Mengetahui Peraturan Undang-undang dan ketentuan berlaku
2. Mengetahui Tugas dan Fungsi Petugas PATEN;
3. Mengetahui Prosedur dan Persyaratan Administrasi;
4. Memiliki Kemampuan Pengelolaan Berkas dan Data;
5. Memiliki Kemampuan Pengelolaan Penggunaan Peralatan Komputer.

	KETERKAITAN :
	PERALATAN/PERLENGKAPAN :

	1. SOP Pelayanan Penerbitan Surat Ahli Waris
2. SOP Pelayanan Penerbitan Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPMMPFBT)
3. SOP Pelayanan Pengurusan Surat Hibah 
	1. Komputer/Laptop;
2. Printer;
3. Buku Register
4. Formulir
5. Nota Dinas/Lembar Verifikasi;
6. Ruang Tunggu.

	PERINGATAN:
	PENCATATAN DAN PENDATAAN:

	1. Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan diproses
2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait.
	1. Bermanfaat untuk dokumen kependudukan
2. Sebagai bukti sah mengenai indentitas diri
3. File disimpan dalam Hardcopydan Softcopy;

	




10.  SOP PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPPFBT)

	No.
	Kegiatan
	Pelaksana
	Mutu Waktu
	Ket.

	
	
	Pemohon
	Petugas Tata Pemerintahan
	Kasi Tata Pemerintahan
	Sekcam
	Camat
	Kelengkapan
	Waktu
	Output
	

	
1.
	Menyerahkan berkas SPPFBT kepada petugas tata pemerintahan 

	



 T
	
	
	
	
	1. Fotokopi KTP pemohon
2. Fotokopi KTP saksi batas tanah
3. Berita Acara Pengukuran
4. Gambar Situasi Sementara
5. Berkas SPPFBT yang sudah ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa
6. Jika asal usul perolehan tanah berasal dari  Hibah/ jual beli/waris melampirkan bukti-bukti surat hibah/kwitansi jual beli/ surat ahli waris 
7. Surat Pernyataan tidak tumpang tindih pihak lain, tidak dalam jaminan bank, tidak dalam kawasan hutan dan belum pernah diterbitkan surat tanah
	5 menit
	Berkas pemohon
	 

	2.
 
 
 
 
	Memverifikasi berkas SPPFBT, jika berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepemohon dan jika lengkap maka berkas diproses
	 
	        Y
	
	
	
	Berkas Pemohon

	10 menit
	Berkas Pemohon yang sudah lengkap
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3.
	Petugas tata pemerintahan meregister dan penomoran  berkas SPPFBT setelah selesai menyerahkan ke Kasi Tata Pemerintahan dan Sekcam untuk diverifikasi dan di paraf
	 
	
	
	
	
	Berkas pemohon yang sudah lengkap
	10 menit
	Berkas sudah di verifikasi
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Petugas tata pemerintahan  menyerahkan berkas ke Camat untuk ditandatangani
	 
	
	
	
	
	Berkas sudah di verifikasi
	3 hari
	Berkas yang sudah ditandatangani
	 

	5.



	Pemohon menerima berkas SPPFBT
	
	
	
	Berkas yang sudah ditandatangani
	5 menit
	Arsip berkas SPPFBT
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	NOMOR
	188.4 /28.a/Pelum/2026

	
	TANGGAL PEMBUATAN
	                     2026

	
	TANGGAL REVISI
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HERMANSYAH

	
	NAMA SOP
	SOP PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERNYATAAN MENYERAHKAN DAN MELEPASKAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPMMPFBT)

	DASAR HUKUM:
	KUALIFIKASI PELAKSANA:

	1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil
3. Peraturan Menteri dalam Negeri N0 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bangka Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penyelengaraan Administrasi
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan sistem Informasi Administrasi Kependudukan
6.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	1. Mengetahui Peraturan Undang-undang dan ketentuan berlaku
2. Mengetahui Tugas dan Fungsi Petugas PATEN;
3. Mengetahui Prosedur dan Persyaratan Administrasi;
4. Memiliki Kemampuan Pengelolaan Berkas dan Data;
5. Memiliki Kemampuan Pengelolaan Penggunaan Peralatan Komputer.

	KETERKAITAN :
	PERALATAN/PERLENGKAPAN :

	1. SOP Pelayanan Penerbitan Surat Ahli Waris
2. SOP Pelayanan Penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT)
3. SOP Pelayanan Pengurusan Surat Hibah 
	1. Komputer/Laptop;
2. Printer;
3. Buku Register
4. Formulir
5. Nota Dinas/Lembar Verifikasi;
6. Ruang Tunggu.

	PERINGATAN:
	PENCATATAN DAN PENDATAAN:

	1. Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan diproses
2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait.
	1. Bermanfaat untuk dokumen kependudukan
2. Sebagai bukti sah mengenai indentitas diri
3. File disimpan dalam Hardcopydan Softcopy;

	




11.  SOP PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERNYATAAN MENYERAHKAN DAN MELEPASKAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPMMPFBT)

	No.
	Kegiatan
	Pelaksana
	Mutu Waktu
	Ket.

	
	
	Pemohon
	Petugas Tata Pemerintahan
	Kasi Tata Pemerintahan
	Sekcam
	Camat
	Kelengkapan
	Waktu
	Output
	

	
1.
	Menyerahkan berkas SPMMPFBT kepada petugas tata pemerintahan 

	



 T
	
	
	
	
	1. Fotokopi KTP pemohon
2. Fotokopi KTP saksi batas tanah
3. Permohonan pengukuran bidang tanah dan pendaftaran surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah
4. Berita Acara Pengukuran
5. Gambar Situasi Sementara
6. Berkas SPPFBT yang sudah ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa
7. Jika asal usul perolehan tanah berasal dari  Hibah/ jual beli/waris melampirkan bukti-bukti surat hibah/kwitansi jual beli/ surat ahli waris 
8. Surat Pernyataan tidak tumpang tindih pihak lain, tidak dalam jaminan bank, tidak dalam kawasan hutan dan belum pernah diterbitkan surat tanah
	5 menit
	Berkas pemohon
	 

	2.
 
 
 
 
	Memverifikasi berkas SPMMPFBT, jika berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepemohon dan jika lengkap maka berkas diproses
	 
	        Y
	
	
	
	Berkas Pemohon

	10 menit
	Berkas Pemohon yang sudah lengkap
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3.
	Petugas tata pemerintahan meregister dan penomoran  berkas SPMMPFBT setelah selesai menyerahkan ke Kasi Tata Pemerintahan dan Sekcam untuk diverifikasi dan di paraf
	 
	
	
	
	
	Berkas pemohon yang sudah lengkap
	10 menit
	Berkas sudah di verifikasi
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Petugas tata pemerintahan  menyerahkan berkas ke Camat untuk ditandatangani
	 
	
	
	
	
	Berkas sudah di verifikasi
	3 hari
	Berkas yang sudah ditandatangani
	 

	5.



	Pemohon menerima berkas SPMMPFBT
	
	
	
	Berkas yang sudah ditandatangani
	5 menit
	Arsip berkas SPMMPFBT
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HERMANSYAH

	
	NAMA SOP
	SOP PELAYANAN PENGURUSAN SURAT HIBAH

	DASAR HUKUM:
	KUALIFIKASI PELAKSANA:

	1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil
3. Peraturan Menteri dalam Negeri N0 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bangka Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penyelengaraan Administrasi
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan sistem Informasi Administrasi Kependudukan
6.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	1. Mengetahui Peraturan Undang-undang dan ketentuan berlaku
2. Mengetahui Tugas dan Fungsi Petugas PATEN;
3. Mengetahui Prosedur dan Persyaratan Administrasi;
4. Memiliki Kemampuan Pengelolaan Berkas dan Data;
5. Memiliki Kemampuan Pengelolaan Penggunaan Peralatan Komputer.

	KETERKAITAN :
	PERALATAN/PERLENGKAPAN :

	1. SOP Pelayanan Penerbitan Surat Ahli Waris
2. SOP Pelayanan Penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT)
3. SOP Pelayanan Penerbitan Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPMMPFBT)

	1. Komputer/Laptop;
2. Printer;
3. Buku Register
4. Formulir
5. Nota Dinas/Lembar Verifikasi;
6. Ruang Tunggu.

	PERINGATAN:
	PENCATATAN DAN PENDATAAN:

	1. Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan diproses
2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait.
	1. Bermanfaat untuk dokumen kependudukan
2. Sebagai bukti sah mengenai indentitas diri
3. File disimpan dalam Hardcopydan Softcopy;

	




12.  SOP PELAYANAN PENGURUSAN SURAT HIBAH

	No.
	Kegiatan
	Pelaksana
	Mutu Waktu
	Ket.

	
	
	Pemohon
	Petugas Tata Pemerintahan
	Kasi Tata Pemerintahan
	Sekcam
	Camat
	Kelengkapan
	Waktu
	Output
	

	
1.
	Menyerahkan berkas surat hibah kepada petugas tata pemerintahan 

	



 T
	
	
	
	
	1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas tata pemerintahan
2. Petugas tata pemerintahan memverifikasi berkas
3. Berkas diproses 
4. Berkas lengkap dan ditandatangani oleh Camat 
5. Meregistrasi berkas pemohon
6. Berkas selesai dan diserahkan ke pemohon
	5 menit
	Berkas pemohon
	 

	2.
 
 
 
 
	Memverifikasi berkas surat hibah, jika berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepemohon dan jika lengkap maka berkas diproses
	 
	        Y
	
	
	
	Berkas Pemohon

	10 menit
	Berkas Pemohon yang sudah lengkap
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3.
	Petugas tata pemerintahan meregister dan penomoran  berkas surat hibah setelah selesai menyerahkan ke Kasi Tata Pemerintahan dan Sekcam untuk diverifikasi dan di paraf
	 
	
	
	
	
	Berkas pemohon yang sudah lengkap
	10 menit
	Berkas sudah di verifikasi
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Petugas tata pemerintahan  menyerahkan berkas ke Camat untuk ditandatangani
	 
	
	
	
	
	Berkas sudah di verifikasi
	3 hari
	Berkas yang sudah ditandatangani
	 

	5.



	Pemohon menerima berkas surat hibah
	
	
	
	Berkas yang sudah ditandatangani
	5 menit
	Arsip berkas surat hibah
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	NOMOR
	188.4 /28.a/Pelum/2026

	
	TANGGAL PEMBUATAN
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	TANGGAL REVISI
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HERMANSYAH

	
	NAMA SOP
	SOP PELAYANAN PENERBITAN SKBB (Surat Keterangan Berlakuan Baik)

	DASAR HUKUM:
	KUALIFIKASI PELAKSANA:

	1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil
3. Peraturan Menteri dalam Negeri N0 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bangka Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penyelengaraan Administrasi
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan sistem Informasi Administrasi Kependudukan
6.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	1. Mengetahui Peraturan Undang-undang dan ketentuan berlaku
2. Mengetahui Tugas dan Fungsi Petugas PATEN;
3. Mengetahui Prosedur dan Persyaratan Administrasi;
4. Memiliki Kemampuan Pengelolaan Berkas dan Data;
5. Memiliki Kemampuan Pengelolaan Penggunaan Peralatan Komputer.

	KETERKAITAN :
	PERALATAN/PERLENGKAPAN :

	1. SOP Pelayanan Penerbitan SKBL (Surat Keterangan Bersih Lingkungan)
2. SOP Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Izin Keramaian
3. SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat 
	1. Komputer/Laptop;
2. Printer;
3. Buku Register
4. Formulir
5. Nota Dinas/Lembar Verifikasi;
6. Ruang Tunggu.

	PERINGATAN:
	PENCATATAN DAN PENDATAAN:

	1. Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan diproses
2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait.
	1. Bermanfaat untuk dokumen kependudukan
2. Sebagai bukti sah mengenai indentitas diri
3. File disimpan dalam Hardcopydan Softcopy;

	




13. SOP PELAYANAN PENERBITAN SKBB (Surat Keterangan Berlakuan Baik)

	No.
	Kegiatan
	Pelaksana
	Mutu Waktu
	Ket.

	
	
	Pemohon
	Petugas Pelayanan
	Kasi Trantib
	Kelengkapan
	Waktu
	Output
	

	
1.
	Menyerahkan berkas SKBB kepada petugas pelayanan

	


  T
	
	
	1. Surat keterangan dari desa yang ditandatangan desa serta diketahui oleh camat 
2. Surat pernyataan bermaterai 10.000 (satu)
3. Fotocopy  KTP
	5 menit
	Berkas pemohon
	 

	2.
 
 
 
 
	Memverifikasi berkas SKBB, jika berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepemohon dan jika lengkap maka berkas diproses
	 
	        Y
	
	Berkas Pemohon

	5 menit
	Berkas Pemohon yang sudah lengkap
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	3.
	Petugas pelayanan meregister dan penomoran berkas SKBB dan setelah selesai petugas pelayanan menyerahkan berkas ke kasi trantib untuk ditandatangani
	 
	
	
	Berkas pemohon yang sudah lengkap
	10 menit
	Berkas yang sudah ditandatangani
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	4.
	Pemohon menerima berkas SKBB



	 
	
	
	Berkas yang sudah ditandatangani
	5 menit
	Arsip SKBB
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HERMANSYAH

	
	NAMA SOP
	SOP PELAYANAN PENERBITAN SKBL (Surat Keterangan Bersih Lingkungan)

	DASAR HUKUM:
	KUALIFIKASI PELAKSANA:

	1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil
3. Peraturan Menteri dalam Negeri N0 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bangka Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penyelengaraan Administrasi
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan sistem Informasi Administrasi Kependudukan
6.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	1. Mengetahui Peraturan Undang-undang dan ketentuan berlaku
2. Mengetahui Tugas dan Fungsi Petugas PATEN;
3. Mengetahui Prosedur dan Persyaratan Administrasi;
4. Memiliki Kemampuan Pengelolaan Berkas dan Data;
5. Memiliki Kemampuan Pengelolaan Penggunaan Peralatan Komputer.

	KETERKAITAN :
	PERALATAN/PERLENGKAPAN :

	1. SOP Pelayanan Penerbitan SKBB (Surat Keterangan Berlakuan Baik)
2. SOP Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Izin Keramaian
3. SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat 
	1. Komputer/Laptop;
2. Printer;
3. Buku Register
4. Formulir
5. Nota Dinas/Lembar Verifikasi;
6. Ruang Tunggu.

	PERINGATAN:
	PENCATATAN DAN PENDATAAN:

	1. Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan diproses
2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait.
	1. Bermanfaat untuk dokumen kependudukan
2. Sebagai bukti sah mengenai indentitas diri
3. File disimpan dalam Hardcopydan Softcopy;

	




14. SOP PELAYANAN PENERBITAN SKBL (Surat Keterangan Bersih Lingkungan)

	No.
	Kegiatan
	Pelaksana
	Mutu Waktu
	Ket.

	
	
	Pemohon
	Petugas Pelayanan
	Kasi Trantib
	Camat
	Kelengkapan
	Waktu
	Output
	

	
1.
	Menyerahkan berkas SKBL kepada petugas pelayanan

	


  T
	
	
	
	1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan
2. Petugas pelayanan memverifikasi berkas
3. Berkas diproses 
4. Berkas lengkap dan ditandatangani oleh Camat 
5. Meregistrasi berkas pemohon
6. Berkas selesai dan diserahkan ke pemohon
	5 menit
	Berkas pemohon
	 

	2.
 
 
 
 
	Memverifikasi berkas SKBL, jika berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepemohon dan jika lengkap maka berkas diproses
	 
	        Y
	
	
	Berkas Pemohon

	5 menit
	Berkas Pemohon yang sudah lengkap
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	3.
	Petugas pelayanan meregister dan penomoran berkas SKBL dan setelah selesai petugas pelayanan menyerahkan berkas ke kasi trantib untuk diverifikasi
	 
	
	
	
	Berkas pemohon yang sudah lengkap
	10 menit
	Berkas sudah di verifikasi
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	4.
	Petugas pelayanan menyerahkan berkas ke Camat untuk ditandatangani



	 
	
	
	
	Berkas sudah di verifikasi
	2 hari
	Berkas yang sudah ditandatangani
	

	5.
	Pemohon menerima berkas SKBL



	 
	
	
	
	Berkas yang sudah ditandatangani
	5 menit
	Arsip SKBL
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HERMANSYAH

	
	NAMA SOP
	SOP PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI IZIN KERAMAIAN

	DASAR HUKUM:
	KUALIFIKASI PELAKSANA:

	1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil
3. Peraturan Menteri dalam Negeri N0 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bangka Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penyelengaraan Administrasi
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan sistem Informasi Administrasi Kependudukan
6.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	1. Mengetahui Peraturan Undang-undang dan ketentuan berlaku
2. Mengetahui Tugas dan Fungsi Petugas PATEN;
3. Mengetahui Prosedur dan Persyaratan Administrasi;
4. Memiliki Kemampuan Pengelolaan Berkas dan Data;
5. Memiliki Kemampuan Pengelolaan Penggunaan Peralatan Komputer.

	KETERKAITAN :
	PERALATAN/PERLENGKAPAN :

	1. SOP Pelayanan Penerbitan SKBB (Surat Keterangan Berlakuan Baik)
2. SOP Pelayanan Penerbitan SKBL (Surat Keterangan Bersih Lingkungan)
3. SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat 
	1. Komputer/Laptop;
2. Printer;
3. Buku Register
4. Formulir
5. Nota Dinas/Lembar Verifikasi;
6. Ruang Tunggu.

	PERINGATAN:
	PENCATATAN DAN PENDATAAN:

	1. Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan diproses
2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait.
	1. Bermanfaat untuk dokumen kependudukan
2. Sebagai bukti sah mengenai indentitas diri
3. File disimpan dalam Hardcopydan Softcopy;

	




15. SOP PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI IZIN KERAMAIAN

	No.
	Kegiatan
	Pelaksana
	Mutu Waktu
	Ket.

	
	
	Pemohon
	Petugas Trantib
	Kasi Trantib
	Sekcam
	Camat
	Kelengkapan
	Waktu
	Output
	

	
1.
	Menyerahkan berkas izin keramaian kepada petugas trantib

	


  T
	
	
	
	
	1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas trantib
2. Petugas pelayanan memverifikasi berkas
3. Berkas diproses 
4. Berkas lengkap dan ditandatangani oleh Camat 
5. Meregistrasi berkas pemohon
6. Berkas selesai dan diserahkan ke pemohon
	5 menit
	Berkas pemohon
	 

	2.
 
 
 
 
	Memverifikasi berkas izin keramaian, jika berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepemohon dan jika lengkap maka berkas diproses
	 
	        Y
	
	
	
	Berkas Pemohon

	5 menit
	Berkas Pemohon yang sudah lengkap
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3.
	Petugas trantib melakukan pengetikan surat rekomendasi izin keramaian dan setelah selesai petugas trantib melakukan penomoran serta menyerahkan ke Kasi Kesra dan Sekcam untuk diverifikasi dan di paraf
	 
	
	
	
	
	Berkas pemohon yang sudah lengkap
	10 menit
	Berkas sudah di verifikasi
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	4.
	Petugas trantib menyerahkan berkas ke Camat untuk ditandatangani



	 
	
	
	
	
	Berkas sudah di verifikasi
	2 hari
	Berkas yang sudah ditandatangani
	

	5.
	Pemohon menerima berkas rekomendasi izin keramaian



	 
	
	
	
	
	Berkas yang sudah ditandatangani
	5 menit
	Arsip rekomendasi izin keramaian
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HERMANSYAH

	
	NAMA SOP
	SOP PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

	DASAR HUKUM:
	KUALIFIKASI PELAKSANA:

	1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil
3. Peraturan Menteri dalam Negeri N0 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bangka Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penyelengaraan Administrasi
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan sistem Informasi Administrasi Kependudukan
6.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	1. Mengetahui Peraturan Undang-undang dan ketentuan berlaku
2. Mengetahui Tugas dan Fungsi Petugas PATEN;
3. Mengetahui Prosedur dan Persyaratan Administrasi;
4. Memiliki Kemampuan Pengelolaan Berkas dan Data;
5. Memiliki Kemampuan Pengelolaan Penggunaan Peralatan Komputer.

	KETERKAITAN :
	PERALATAN/PERLENGKAPAN :

	1. SOP Pelayanan Penerbitan SKBB (Surat Keterangan Berlakuan Baik)
2. SOP Pelayanan Penerbitan SKBL (Surat Keterangan Bersih Lingkungan)
3. SOP Pelayanan Rekomendasi Izin Keramaian

	1. Komputer/Laptop;
2. Printer;
3. Buku Register
4. Formulir
5. Nota Dinas/Lembar Verifikasi;
6. Ruang Tunggu.

	PERINGATAN:
	PENCATATAN DAN PENDATAAN:

	1. Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan diproses
2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait.
	1. Bermanfaat untuk dokumen kependudukan
2. Sebagai bukti sah mengenai indentitas diri
3. File disimpan dalam Hardcopydan Softcopy;

	




16. SOP PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

	No.
	Kegiatan
	Pelaksana
	Mutu Waktu
	Ket.

	
	
	Pemohon
	Tim Penerima Pengaduan
	Tim Pengelola Pengaduan
	Sekcam
	Camat
	Kelengkapan
	Waktu
	Output
	

	
1.
	Pemohon mengajukan permohonan pengaduan baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (lewat HP/WA, email, kotak pengaduan & sosial media)

	


  T
	
	
	
	
	1. Formulir pengaduan bila pengaduan melalui langsung (tatap muka)
2. No hp pengaduan yang bisa di hubungi
3. KTP pelapor
	5 menit
	Berkas pemohon
	 

	2.
 
 
 
 
	Petugas penerima pengaduan menerima dan melakukan verivikasi data pemohon pengaduan. jika data valid maka diteruskan ke tim pengelola pengaduan dan jika data tidak valid maka dikembalikan kepemohon
	 
	        Y
	
	
	
	Berkas pemohon yang telah di validasi oleh Tim penerima pengaduan

	5 menit
	Berkas pemohon yang sudah di validasi
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3.
	Tim penerima pengaduan melakukan pencatatan pengaduan yang disampaikan pemohon ke dalam buku pengaduan dan menangani aduan dengan seluruh tim pengelola pengaduan, sekcam & camat
	 
	
	
	
	
	Buku pengaduan
	10 menit
	Berkas sudah di verifikasi
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	4.
	Menyampaikan jawaban kepada pemohon baik secara langsung (tatap muka) atau tidak langsung (lewat HP/WA, email, kotak pengaduan & sosial media)
	 
	
	
	
	
	Berkas sudah di verifikasi
	2 hari
	Berkas yang sudah ditandatangani
	

	5.
	Pemohon menerima jawaban atas pengaduan yang disampaikan



	 
	
	
	
	
	Berkas yang sudah ditandatangani
	5 menit
	Arsip rekomendasi izin keramaian
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HERMANSYAH

	
	NAMA SOP
	SOP PELAYANAN PENDAMPINGAN PENERBITAN NIB

	DASAR HUKUM:
	KUALIFIKASIPELAKSANA:

	1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil
3. Peraturan Menteri dalam Negeri N0 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bangka Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penyelengaraan Administrasi
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan sistem Informasi Administrasi Kependudukan
6.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	1. Mengetahui Peraturan Undang-undang dan ketentuan berlaku
2. Mengetahui Tugas dan Fungsi Petugas PATEN;
3. Mengetahui Prosedur dan Persyaratan Administrasi;
4. Memiliki Kemampuan Pengelolaan Berkas dan Data;
5. Memiliki Kemampuan Pengelolaan Penggunaan Peralatan Komputer.

	KETERKAITAN :
	PERALATAN/PERLENGKAPAN :

	1. SOP Pelayanan Rekomendasi Lembaga Kemasyarakatan


	1. Komputer/Laptop;
2. Printer;
3. Buku Register
4. Formulir
5. Nota Dinas/Lembar Verifikasi;
6. Ruang Tunggu.

	PERINGATAN:
	PENCATATAN DAN PENDATAAN:

	1. Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan diproses
2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait.
	1. Bermanfaat untuk dokumen kependudukan
2. Sebagai bukti sah mengenai indentitas diri
3. File disimpan dalam Hardcopy dan Softcopy;

	




17. SOP PELAYANAN PENDAMPINGAN PENERBITAN NIB

	No.
	Kegiatan
	Pelaksana
	Mutu Waktu
	Ket.

	
	
	Pemohon
	Petugas
PMD
	Kasi 
PMD
	Kelengkapan
	Waktu
	Output
	

	
1.
	Menyerahkan berkas penerbitan NIB kepada petugas PMD

	

   

     T
	
	
	1. Fotocopy KTP Pemohon
2. No. HP Android
3. Alamat Email yang aktif
4. Blangko form pembuatan NIB
5. Surat Pengantar dari Desa
	5 menit
	Berkas pemohon
	 

	2.
 
 
 
 
	Memverifikasi berkas penerbitan NIB, jika berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepemohon dan jika lengkap maka diteruskan pada petugas NIB
	 
	        Y
	
	Berkas Pemohon

	10 menit
	Berkas Pemohon yang sudah lengkap
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	3.



	Petugas PMD membantu pemohon mengisi data usaha dan setelah selesai petugas PMD menyerahkan ke Kasi PMD untuk diverifikasi 
	 
	
	
	Berkaspemohon yang sudah lengkap
	30 menit
	Dokumen yang dinput dan siap dicetak
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	4.
	Petugas PMD melakukan penginputan berkas penerbitan NIB pada Link Online Single Submission ( OSS ) di dampingi oleh Pemohon
	 
	
	
	Dokumen yang siap dicetak
	5 menit
	Dokumen NIB
	 

	5.
	Pemohon menerima Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
	
	
	
	Dokumen NIB
	5 menit
	Arsip Dokumen NIB
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HERMANSYAH

	
	NAMA SOP
	SOP PELAYANAN REKOMENDASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN

	DASAR HUKUM:
	KUALIFIKASI PELAKSANA:

	1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil
3. Peraturan Menteri dalam Negeri N0 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bangka Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penyelengaraan Administrasi
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan sistem Informasi Administrasi Kependudukan
6.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	1. Mengetahui Peraturan Undang-undang dan ketentuan berlaku
2. Mengetahui Tugas dan Fungsi Petugas PATEN;
3. Mengetahui Prosedur dan Persyaratan Administrasi;
4. Memiliki Kemampuan Pengelolaan Berkas dan Data;
5. Memiliki Kemampuan Pengelolaan Penggunaan Peralatan Komputer.

	KETERKAITAN :
	PERALATAN/PERLENGKAPAN :

	1. SOP Pelayanan Pendampingan Penerbitan NIB
 
	1. Komputer/Laptop;
2. Printer;
3. Buku Register
4. Formulir
5. Nota Dinas/Lembar Verifikasi;
6. Ruang Tunggu.

	PERINGATAN:
	PENCATATAN DAN PENDATAAN:

	1. Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan diproses
2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait.
	1. Bermanfaat untuk dokumen kependudukan
2. Sebagai bukti sah mengenai indentitas diri
3. File disimpan dalam Hardcopydan Softcopy;

	




18. SOP PELAYANAN REKOMENDASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN

	No.
	Kegiatan
	Pelaksana
	Mutu Waktu
	Ket.

	
	
	Pemohon
	Petugas Trantib
	Kasi Trantib
	Sekcam
	Camat
	Kelengkapan
	Waktu
	Output
	

	
1.
	Menyerahkan berkas rekomendasi lembaga kemasyarakatan/proposal kepada petugas PMD

	


  T
	
	
	
	
	1. SK Pengurus Kelembagaan
2. Fotocopy KTP Penanggung jawab
3. Berkas Rekomendasi  Lembaga Kemasyarakatan/
Proposal
	5 menit
	Berkas pemohon
	 

	2.
 
 
 
 
	Petugas PMD memverifikasi berkas rekomendasi lembaga kemasyarakatan/proposal, jika berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepemohon dan jika lengkap maka berkas diproses 
	 
	        Y
	
	
	
	Berkas Pemohon

	5 menit
	Berkas Pemohon yang sudah lengkap
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3.
	Petugas PMD menyerahkan ke Kasi PMD dan Sekcam untuk diverifikasi dan di paraf
	 
	
	
	
	
	Berkas pemohon yang sudah lengkap
	10 menit
	Berkas sudah di verifikasi
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	4.
	Petugas PMD menyerahkan berkas ke Camat untuk ditandatangani



	 
	
	
	
	
	Berkas sudah di verifikasi
	2 hari
	Berkas yang sudah ditandatangani
	

	5.
	Pemohon menerima berkas rekomendasi lembaga kemasyarakatan/proposal



	 
	
	
	
	
	Berkas yang sudah ditandatangani
	5 menit
	Arsip rekomendasi lembaga kemasyarakatan/proposal
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